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ABSTRACT

This paper is aimed to measure the potential difference in the amount
of tax interest penalty set by the Minister of Finance based on the 2%
fixed interest rate, after the enactment of Law Number 11 of 2021
concerning Job Creation. The calculation of the potential reduction is
carried out through a simulation by comparing the calculation of the
tax interest penalty based on the interest rate set by the Minister of
Finance and a fixed interest rate of 2% per month. The simulation is
carried out using assessment data issued by KPP Patama Medan
Petisah, using data on the issuance of determinations in the period
November 2020 to April 2021. From this study, it is known that the
use of interest rates based on the Decree of the Minister of Finance
has the potential to reduce the amount of tax interest sanctions by
50.5 % compared to the use of a 2% fixed rate per month.
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KLASIFIKASI JEL:

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengukur potensi selisih besaran
sanksi bunga pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
berdasarkan suku bunga acuan, pasca berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Penghitungan potensi
penurunan dilakukan melalui simulasi dengan membandingkan
penghitungan sanksi bunga pajak berdasarkan suku bunga yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan suku bunga tetap 2 persen
per bulan. Simulasi dilakukan dengan menggunakan data ketetapan
yang diterbitkan oleh KPP Patama Medan Petisah, dengan
menggunakan data penerbitan ketetapan dalam periode November
2020 sampai dengan April 2021. Dari penelitian ini diketahui bahwa
penggunaan suku bunga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
berpotensi menurunkan besaran sanksi bunga pajak sebesar 50,5%
dibandingkan dengan penggunaan suku bunga 2% per bulan.
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1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemungutan
pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment.
Melalui sistem ini, kewajiban atas pemenuhan
perpajakan yang meliputi pendaftaran, penghitungan,
pembayaran dan pelaporan pajak diletakkan pada pihak
wajib pajak. Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem
self assessment, dalam hal terjadi kesalahan dalam
pemenuhan kewajiban perpajakan, kepada wajib pajak
dapat dikenai sanksi perpajakan.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu
tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun
pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan
pelanggaran baik secara sengaja maupun alpa. Sanksi
perpajakan dapat berupa administrasi dan pidana yang
dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan
pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur
dalam undang-undang (Widyaningsih, 2013:312). Istilah
‘sanksi’ kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di
masyarakat.

Tujuan pengenaan sanksi pajak ialah untuk
menciptakan kepatuhan Wajib Pajak  dalam
melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa akan
dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak diperlukan
sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar
norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:57).

Di bidang perpajakan, sanksi terdiri dari dua jenis,
yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi
administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada
negara, yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sanksi
berupa denda administrasi, bunga, dan kenaikan (Resmi,
2003:62). Sanksi administrasi dapat dikenakan pada
Wajib Pajak jika melakukan pelanggaran, terutama atas
kewajiban perpajakan yang ditentukan dalam UU KUP.
Sedangkan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57)
merupakan siksaan atau penderitaan yang digunakan
fiskus sebagai suatu alat terakhir atau benteng hukum
agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana ini dapat
berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana
penjara (Resmi, 2003:63). Sanksi pidana pidana pajak
dapat berupa denda, pidana penjara, dan pidana
kurungan. Sementara sanksi administratif dapat berupa
bunga, kenaikan dan denda.

Untuk sanksi administrasi terkait keterlambatan
pembayaran atau penyetoran pajak, sanksi yang dapat
dikenakan adalah sanksi bunga pajak. Berdasarkan
Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 tentang
s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009, besaran sanksi bunga
pajak ditentukan secara tetap (flat) sebesar 2% per bulan.
Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai besaran

sanksi bunga pajak tidak lagi ditetapkan secara tetap,
melainkan didasarkan pada suku bunga acuan yang
berlaku setiap bulan. besaran sanksi bunga pajak
tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui
suatu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang
diterbitkan setiap bulan, dengan mendasarkan pada suku
bunga acuan yang berlaku ditambah dengan prosentase
tertentu  (uplift) sesuai dengan  bentuk-bentuk
pelanggarannya.

Implikasi atas perubahan besaran sanksi bunga
tersebut setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yakni dari
sisi Wajib Pajak dan dari sisi Negara. Dari sisi Wajib Pajak,
perubahan besaran sanksi bunga pajak bisa dianggap
lebih merepresentasikan keadilan karena
mempertimbangkan besaran suku bunga perbankan yang
berlaku, jika dibandingkan dengan bunga flat 2% per
bulan. Kondisi demikian berpotensi meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar sanksi
administrasi. Sementara dari sisi Negara (Direktorat
Jenderal Pajak), perubahan besaran sanksi bunga pajak
dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan
kepatuhan Wajib Pajak. Semakin rendahnya besaran
sanksi bunga pajak yang dapat dikenakan, berpotensi
menimbulkan sikap ‘santai’ pada diri wajib pajak ketika
terjadi pelanggaran terkait jangka waktu pembayaran
atau penyetoran pajak.

Selain itu, kecenderungan besaran suku bunga dalam
KMK vyang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yang
cenderung lebih rendah jika dibandingkan 2% per bulan,
berpotensi menurunkan besaran sanksi bunga yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun
bukan merupakan target penerimaan negara, penurunan
besaran sanksi bunga pajak secara tidak langsung akan
berpengaruh juga terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini
dimaksudkan untuk mengukur pengaruh atas perubahan
besaran sanksi bunga pajak terhadap penerimaan pajak,
khususnya untuk keterlambatan penyetoran pajak dan
pelaporan pajak (Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a)
UU KUP). Untuk dapat mengkaji lebih spesifik, penelitian
dilakukan dengan simulasi penghitungan bunga pajak
melalui penyandingan data sebelum dan setelah
disahkannya UU Cipta Kerja pada salah satu unit kerja
Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Medan Petisah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian emipris, yang
dilakukan melalui simulasi penghitungan sanksi bunga
pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Simulasi
dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan
sanksi bunga pajak berdasarkan tarif tetap 2% per bulan
dan berdasarkan KMK. Dengan mengingat adanya
ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP terkait rahasia
jabatan, maka angka yang digunakan dalam simulasi pada
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penelitian ini merupakan angka simulasi (bukan angka
sebenarnya). adapun data yang digunakan dari KPP
Pratama Medan Petisah adalah terkait jumlah rata-rata
penerbitan ketetapan terkait sanksi bunga pajak setiap
bulan, dikalikan periode penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Sanksi Bunga Pajak Berdasarkan UU Cipta Kerja

Salah satu ketentuan perpajakan yang mengalami
perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah
terkait penentuan besaran bunga pajak. Sesungguhnya
besaran bunga pajak tidak hanya digunakan dalam
menentukan sanksi perpajakan, tetapi juga untuk
menentukan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh
negara kepada wajib pajak.

Terkait sanksi bunga pajak, jika tarif yang ditentukan
pada UU KUP sebelumnya adalah sebesar 2% per bulan
untuk setiap jenis kesalahan Wajib Pajak, maka setelah
UU Cipta Kerja ini terdapat pengurangan sanksi bunga
yang terdapat dalam Pasal 8, 9, 13, 14, dan 19 UU KUP
yang diubah memakai tarif bunga per bulan dikali jumlah
bulan dikali pajak kurang bayar. Tarif bunga per bulan ini
mengacu pada suku bunga acuan yang telah ditentukan
oleh Menteri Keuangan yang dihitung pada tanggal
dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12 lalu ditambah
uplift factor berdasarkan tingkat kesalahan vyang
dilakukan Wajib Pajak. Jika suku bunga acuan naik, maka
sanksi bisa lebih besar. Begitu juga sebaliknya.

Besarnya uplift factor untuk setiap pengenaan sanksi
administratif yang diubah yaitu:

1) Pasal 19 ayat (1) terkait bunga penagihan, pasal 19
ayat (2) terkait angsuran atau penundaan
pembayaran pajak, dan pasal 19 ayat (3) terkait
kurang bayar penundaan penyampaian SPT
Tahunan uplift factor sebesar 0%;

2) Pasal 8 ayat (2) dan (2a) terkait kurang bayar
Pembetulan SPT, pasal 9 ayat (2a) dan (2b) terkait
pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan
setelah tanggal jatuh tempo, dan pasal 14 ayat (3)
terkait pajak tidak/kurang dibayar akibat salah
tulis/hitung atau PPh  tahun berjalan uplift
factor sebesar 5%;

3) Pasal 8 ayat (5) terkait pajak yang kurang dibayar
yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan
ketidakbenaran pengisian SPT uplift factor sebesar
10%; dan

4) Pasal 13 ayat (2) terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar dan pasal 13 ayat (2a) terkait pengembalian
Pajak Masukan dari PKP yang tidak berproduksi uplift
factor sebesar 15%.

Penelitian ini memfokuskan potensi selisih atas
hasil penghitungan sanksi bunga sebagaimana di atur
dalam Undang-Undang KUP Pasal 8 ayat (2a) terkait
kurang bayar pembetulan SPT dan Pasal 9 ayat (2a)
terkait pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan
setelah tanggal jatuh tempo, pada KPP Pratama Medan
Petisah.

Adapun skema perubahan atas Pasal 8 ayat (2a) dan
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 sebelum
dan sesudah diundangkannya UU Cipta Kerja adalah
sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Sanksi Bunga Pajak Atas Keterlambatan
Penyetoran Pajak Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja

Tarif sanksi bunga per
No. PSZ?LZ:Eg Hal yang diatur bulan -
Uu KUP UU Cipta
16/2009 Kerja
1. Pasal8ayat | Pembetulan Surat | 2% (suku
(2a) Pemberitahuan bunga
Masa (self acuan +
assessment 5%)/12,
sebelum maksimal
pemeriksaan) 24 bulan
yang
mengakibatkan
utang pajak
menjadi lebih
besar
2. Pasal9ayat | Terlambat 2% (suku
(2a) melakukan bunga
penyetoran PPh acuan +
Masa 5%)/12,
maksimal
24 bulan

Sumber: Undang-Undang KUP

3.2 KPP Pratama Petisah
3.2.1 Sejarah Singkat dan Profil

KPP Pratama Medan Petisah didirikan pada tanggal
26 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 191/KMK.01/2008. Pada awalnya KPP Pratama
Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari KPP
Pratama Medan Barat. Namun seiring pertumbuhan
jumlah penduduk dan perkembangan usaha yang ada di
Kota Medan, cakupan wilayah KPP Pratama Medan
Barat dirasa terlalu luas jika ditangani oleh 1 (satu)
kantor. Oleh sebab itu, KPP Pratama Medan Barat
dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu
KPP Pratama Medan Barat dan KPP Pratama Medan
Petisah.

3.2.2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Total Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama
Medan Petisah sampai dengan tanggal 31 Desember
2020 adalah sebanyak 158.333 Wajib Pajak. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 142.727 Wajib Pajak terdaftar sebagai
Wajib Pajak orang pribadi sedangkan sebanyak 15.606
Wajib Pajak tercatat sebagai Wajib Pajak badan.

Setiap tahunnya Wajib Pajak terdaftar KPP Pratama
Medan Petisah terus mengalami kenaikan vyang
mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menyadari
kewajibannya sebagai warga negara yang berkontribusi
kepada negara dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib
Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3.3 Peraturan-Peraturan Terkait

UU Cipta Kerja sebagai dasar lahirnya Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK RI) yang
mengatur mengenai tarif bunga sebagai dasar
penghitungan sanksi bunga pajak dan pemberian imbalan
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bunga yang terbit setiap bulan mulai diimplementasikan
oleh seluruh unit di DJP sejak November 2020.

Adapun KMK pertama yang dikeluarkan oleh
Menteri Keuangan sebagai dasar penghitungan sanksi
bunga pajak ialah KMK Nomor 540/KMK.010/2020
tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi
Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan
Bunga. KMK ini mulai berlaku sejak bulan November 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap periode
memiliki tarif yang berbeda dengan periode sebelumnya,
bergantung pada suku bunga acuan Bl yang saat itu dan
mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2
November 2020, seperti yang tertulis pada poin keenam
ayat (1) dan (2): “Sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud dalam pasal .... yang diterbitkan/diajukan sejak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yakni
melaporkan Surat Pemberitahuan dan membayar pajak.
Salah satu jenis SPT yang wajib dilaporkan adalah SPT
Masa PPh. Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Masa
PPh sebelum batas pelaporan SPT Masa PPh yaitu paling
lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk
batas waktu pembayaran untuk SPT Masa berdasarkan
Wajib Pajak yang bersangkutan melakukan kegiatan
usaha pertambangan dan penggalian lainnya YTDL,
dikenakan sanksi denda pajak Pasal 7 UU KUP karena
keterlambatan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa
Juni 2017 sebesar Rp. 100.000,00 dan sanksi bunga pajak
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP karena keterlambatan
pembayaran pajak selama 5 bulan sebesar Rp. 83.500,00
(terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu 10 Juli 2017).

Adapun penghitungan sanksi bunga pajak sebagai

Tabel 2 Lembar Perhitungan STP Sebelum Tanggal Efektif Ketentuan Tarif Sanksi Bunga Pajak
Berdasarkan UU Cipta Kerja

No. Keputusan Menteri Keuangan Republik Periode Berlaku
Indonesia (KMK RI)

1. KMK Nomor 52/KM.10/2020 1 Desember 2020-31 Desember 2020

2. KMK Nomor 57/KMK.10/2021 1 Januari 2021-31 Januari 2021

3. KMK Nomor 7/KMK.10/2021 1 Februari 2021-28 Februari 2021

4. KMK Nomor 13/KM.10/2021 1 Maret 2021-31 Maret 2021

5. KMK Nomor 20/KM.10/2021 1 April 2021-30 April 2021

6. KMK Nomor 25/KM.10/2021 1 Mei 2021-31 Mei 2021

Sumber: KMK (diolah)

tanggal 2 November 2020 dan penghitungan sanksi
administrasinya dimulai sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”

Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan
lainnya yang mengatur tarif bunga sebagai dasar

berikut:

Tarif 2% X 5 bulan X pokok pajak terutang Rp.
835.000,00 = Rp. 83.500,00

Tabel 3 Perbandingan Tarif Sanksi Bunga Pajak per Bulan Periode November 2020 s.d. April

2021
Tarif bunga per bulan
Jenis Sanksi Pasal UU KUP 2020 2021
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei
Pembetulan SPT Ps 8 (2), (2a)
0,99% 0,94% 0,93% 0,92% 0,94% 0,97% 0,96%
Terlambat Bayar Ps 9 (2a), (2b)

Sumber: KMK (diolah)

penghitungan sanksi bunga pajak dan pemberian imbalan
bunga setiap bulannya yang dapat dilihat pada tabel
berikut ini:

3.4 Pengenaan Sanksi Bunga Pajak pada KPP Pratama
Medan Petisah

Setiap Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang
terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah berkewajiban
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Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 yaitu paling lama tanggal
15 bulan berikutnya untuk PPh Pasal 4(2) dan tanggal 10
bulan berikutnya untuk PPh Pasal 21 dan 23/26.

3.4.1 Pengenaan Sanksi Administrasi Bunga dengan
Tarif Sebelum UU Cipta Kerja

Perhitungan besarnya sanksi bunga pajak dilakukan
dengan menggunakan tarif sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU
KUP sebesar 2% karena penerbitan Lembar Perhitungan
STP dilakukan sebelum tanggal efektif ketentuan tarif
sanksi bunga pajak berdasarkan UU Cipta Kerja, yaitu
tanggal 4 September 2020.

3.4.2 Pengenaan Sanksi Administrasi Bunga dengan
Tarif Setelah UU Cipta Kerja

Sebagai contoh, wajib pajak yang dikenakan sanksi
denda pajak Pasal 7 UU KUP karena keterlambatan
pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Maret 2019
sebesar Rp. 100.000,00 dan sanksi bunga pajak Pasal 9
ayat (2a) UU KUP karena keterlambatan pembayaran
pajak selama selama 7 bulan (terhitung sejak tanggal
jatuh tempo yaitu 15 April 2019).

Adapun penghitungan sanksi bunga pajak sebagai
berikut:

Tarif 0,99% X 7 bulan X pokok pajak terutang Rp.
36.363,00 = Rp. 2.519,00

Perhitungan besarnya sanksi bunga pajak tersebut
menggunakan tarif sesuai Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai
Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga
dan Pemberian Imbalan Bunga sebesar 0,99% karena
penerbitan Lembar Perhitungan STP dilakukan sesudah
tanggal efektif ketentuan tarif sanksi bunga pajak
berdasarkan UU Cipta Kerja, yaitu tanggal 21 Januari
2021.

Jika dilihat tarif yang dikenakan pada Wajib Pajak
atas keterlambatan pelaporan/pembayaran SPT Masa
PPh Pasal 23/26 masa Maret 2019 adalah sebesar 0,99%.
Hal ini dikarenakan  tanggal jatuh  tempo
pelaporan/pembayaran SPT PPh Pasal 23/26 masa Maret
2019 adalah tanggal 15 April 2019, sehingga tarif suku
bunga yang dikenakan ialah tarif untuk bulan November
2020 yang berlaku surut (termasuk untuk bulan sebelum
November 2020) berdasarkan KMK 540/KMK.010/2020
yaitu sebesar 0,99%.

3.5 Simulasi Penerapan

Dari sejumlah ketetapan yang diterbitkan KPP
Pratama Medan Petisah, Peneliti melakukan simulasi
penghitungan perbandingan dengan menggunakan dua
parameter besaran sanksi bunga (bunga tetap 2% per
bulan dan bunga berdasarkan KMK). Adapun pokok pajak
yang menjadi dasar penghitungan sanksi bunga,
menggunakan data yang sama. Mengingat data sumber
yang digunakan dalam simulasi merupakan data riil wajib
pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah,
maka dalam penelitian hanya disajikan angka hasil
perbandingannya saja (data simulasi disimpan oleh
Peneliti).

Simulasi -1:

Dari simulasi yang dilakukan atas pengenaan sanksi PPh
Pasal 23/26, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa jika
sanksi bunga pajak Pasal 9 ayat (2a) dikenakan tarif
sebesar 2% maka akan terdapat selisih lebih tinggi
sebesar Rp16.527,00 dibanding jika mengunakan tarif
sesuai dengan KMK. Sementara jika sanksi bunga pajak
Pasal 8 ayat (2a) dikenakan tarif sebesar 2% maka akan
terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp26.050.976,00
dibanding jika mengunakan tarif sesuai dengan KMK.
Simulasi -2:

Dari simulasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang
melakukan usaha perdagangan besar atas dasar balas
jasa (fee) atau kontrak, jika sanksi bunga pajak Pasal 9
ayat (2a) dikenakan tarif sebesar 2% maka akan terdapat
selisih lebih tinggi sebesar Rp5.473.927,00 dibanding jika
jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK yang berlaku.
Simulasi -3:

Dari simulasi perhitungan sanksi terhadap Wajib Pajak
yang melakukan usaha perdagangan eceran makanan
lainnya, didapati hasil bahwa jika sanksi bunga pajak Pasal
9 ayat (2a) dikenakan tarif sebesar 2% maka akan
terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp11.741,00
dibanding jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK
yang berlaku.

Simulasi -4:

Dari simulasi perhitungan sanksi terhadap Wajib Pajak
yang melakukan usaha perdagangan besar mesin,
peralatan, dan perlengkapan lainnya, didapati hasil
bahwa jika sanksi bunga pajak Pasal 8 ayat (2a) dikenakan
tarif sebesar 2% maka akan terdapat selisih penerimaan
negara lebih tinggi sebesar Rp11.817.972,00 dibanding
jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK yang berlaku.
Simulasi -4:

Dari simulasi penghitungan sanksi terhadap Wajib Pajak
yang melakukan usaha konstruksi gedung lainnya,
didapati hasil bahwa jika sanksi bunga pajak lebih tinggi
sebesar Rp779.111,00 dibanding jika menggunakan tarif
sesuai dengan KMK yang berlaku.

Simulasi -5:

Selanjutnya, dari simulasi yang dilakukan terhadap Wajib
Pajak atas keterlambatan pelaporan/pembayaran SPT
Masa PPh Final (PP 46) masa November 2020, didapati
hasil sebesar sebesar 0,94%. Hal ini dikarenakan tanggal
jatuh tempo pembayaran SPT Masa PPh Final (PP46)
November 2020 adalah tanggal 15 Desember 2020,
sehingga tarif suku bunga yang dikenakan ialah tarif yang
berlaku di bulan Desember 2020 berdasarkan KMK
Nomor 52/KM.10/2020 yaitu sebesar 0,94%.

4. Penutup

4.1. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan melalui simulasi pada KPP
Prataa Medan Petisah, dapat disimpulkan bahwa
penerapan sanksi bunga pajak berbasis suku bunga acuan
(KMK) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja
terhadap perhitungan besaran sanksi bunga (khususnya
sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran pajak),
berpotensi menurunkan “penerimaan pajak” dari sektor
sanksi bunga pajak sebesar 50,5%.
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4.2. Pembatasan Masalah

1) Penelitian ini hanya mengukur potensi penurunan
besaran sanksi yang dapat dikenakan oleh Direktorat
Jenderal Pajak terkait penerapan sanksi bunga
berdasarkan KMK. Penelitian ini tidak membahas
apakah penurunan tersebut merupakan potential
loss bagi negara atau tidak, karena memang tujuan
penerapan sanksi pajak bukanlah untuk kepentingan
penerimaan pajak.

2) Penelitian ini juga tidak meneliti apakah kebijakan
penerapan sanksi berdasarkan KMK besarannya yang
mengacu pada suku bunga acuan merupakan
kebijakan yang tepat atau tidak. Hal ini mengingat
dalam pengenaan sanksi, termasuk sanksi
perpajakan, harus memperhatikan juga aspek
proporsionalitas yang merupakan salah satu
perameter keadilan.
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